
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR : 5 TAHUN 1995 SERI : B NO : 2

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

NOMOR : 1 TAHUN 1994

TENTANG

USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI 
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1984 tentang 
Pengusahaan Losmen di Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah karena sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan, maka perlu ditinjau 
kembali;

b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang 
perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a 
dan menetapkan kembali pengaturan Usaha Hotel
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LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 

NOMOR S TAHUN 199S SERI : B NO 2 

PERATURAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

NOMOR : l TAHON 1994 

TENTANG 

USAIIA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI 
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JA WA TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

Mcnimbang : a. bahwa Pcraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1984 tentang 

Pengusahaan Losmen di Propinsi Dacrah Tingkat 
I Jawa Tengah karena sudah tidak sesuai lagi dcngan 
perkcmbangan keadaan, maka pcrlu ditinjau 
kembali; 

b. bahwa bcrhubung dengan itu, maka dipandang 
perlu mencabut Pcraturan Dacrah tersebut huruf a 
dan menetapkan kembali pcngaturan U saha Hotel 



dengan Tanda Bunga Melati di Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang 
Ketentuan Pokok Ketenagakeijaan;

4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

5. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan 
Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah 
Tingkat I;

7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang 
Penyederhanaan Perizinan Retribusi di Bidang 
Usaha Pariwisata;

8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.PW 
07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil;

9. Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 23 Tahun 
1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Daerah;

10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 292/HK.205/Perb-79 
dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan 
Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada 
Daerah Tingkat I;

11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomu
nikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang
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Mengingat 
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dengan Tanda Bunga Melati di Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah. 

I. Undang - Undana Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang - Undang Nomor 12 On. Tahun 1957 
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ; 

3. Undang • Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang 
Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan ; 

4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok • pokok Pemerintahan di Daerah ; 

5. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tcntang 
Kcpariwisataan ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 
tentang Penycrahan Sebagian Urusan Pemerintahan 
Dalam Bidang Kepariwisataan Kcpada Dacrah 
Tingkat I; 

7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang 
Penyederhanaan Perizinan Retribusi di Bidang 
Usaha Pariwisata ; 

8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.PW 
07.03 Tahun 1984 tcntang Wewenang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil ; 

9. Keputusan Menteri DalamNegeriNomor 23 Tahun 
1986 tcntang Kctentuan Umum Mengcnai Penyidik 
Pcgawai Ncgeri Sipil di Lingkungan Pcmerintah 
Daerah; 

10. Kcputusan Bersama Menteri Perhubungan dan 
Mentcri Dalam Negeri Nomor 292/HK.205/Perb-79 
dan Nomor 208 Tabun 1979 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1979 tentang Penycrahan Seba1ian Urusan 
Pemcrintahan Dawn Bidanl Kepariwisa11111 Kepada 
Dunh Tmgkat 1; 

I J. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomu• 
nikasi Nomor JCM.69/PW.304/MPPT•85 ten11n1 



kemampuan pemohon baik teknis maupun permodalan dimaksud Pasal 
3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

(2) Gubernur Kepala Daerah dalam memberikan Izin Prinsip Pendirian 
dan Izin Usaha dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini 
menetapkan kewajiban - kewajiban yang harus dipenuhi oleh pe
megang izin.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh Izin Prinsip Pendirian dimaksud Pasal 6 ayat (1) 
huruf a Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis 
kepada Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan :

a. Rekomendasi dari Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat H ;

b. Denah/Gambar Rencana;
c. Salinan / Copy Bukti Pemilikan Tanah ;
d. Salinan/Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha dan 

atau Kartu Tanda Penduduk bagi Usaha Perorangan.

(2) Untuk memperoleh Izin Usaha dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b 
Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada 
Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan :

a. Rekomendasi dari Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II;

b. Salinan / Copy Izin Prinsip Pendirian ;
c. Salinan / Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
d. Salinan/Copy Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan ( HO);
e. Salinan / Copy Bukti Pemilikan Tanah ;
f. Rekomendasi mengenai Hygiene dan Sanitasi dari Kepala Dinas 

Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dan atas 
nama Gubernur Kepala Daerah;

g. Salinan / Copy Akte Pendirian bagi Badan Usaha dan atau 
Kartu Tanda Penduduk bagi Usaha Perorangan.
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kemampuaa pcmohon baik teknis maupun permodalan dimaksud Pasal 
3 daa Pasal 5 Peraturan Daerab ini. 

(2) Gubemur Kepala Daerah dalam membcrikan lzin Prinsip Pcndirian 
dan Izin Usaba dunabud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini 
menetapkan kewajibu - kewajiban yug barus dipenuhi · oleh pc
megan1 izin. 

BqiaaKed• 
Tala Can Penaollfwan lzin 

Pasal8 

{l) Untuk memperoleh Izin Prinsip Pendirian dimaksud Pasal 6 ayat (1) 
huruf a Penturan Daerab ini. permobonan diajukan sccara tertulis 
kepada Gubemur Kcpala Daerah dengan melampirkan : 

a. Rekomendasi dari Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II; 

b. Denah / Gambar Rencana ; 
c. Salinan / Copy Bukti Pemilikan Tanah ; 
d. Salinan/Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha dan 

atau Kartu Tanda Penduduk bagi Usaha Perorangan. 

(2) Untuk memperoleh Izin Usaha dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b 
Peraturan Daerah ini, pennohonan diajukan secara tertulis kepada 
Gubemur Kepala Daerah dengan melampirkan : 

a. Rekomendasi dari Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II; 

b. Salinan / Copy Izin Prinsip Pendirian ; 

c. Salinan / Copy Izin Mendirikan Bangunan (1MB); 

d. Salinan/Copy lzin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan ( HO); 

e. Salinan / Copy Bukti Pemilikan Tanah ; 

f. Rekomendasi mengenai Hygiene dan Sanitasi dari Kepala Dinas 
Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk dan atas 
nama Oubemur Kepala Daerah ; 

g. Saiinan / Copy Akte Pendirian bagi Bulan Usaha dan atau 
Kartu Tanda Penduduk bagi Usaha Perorangan. 
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(3) Jangka waktu penyelesaian atas permohonan Izin Prinsip Pendirian 
atau Izin Usaha dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, selambat- 
lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya secara 
lengkap oleh Gubernur Kepala Daerah.

(4) Tata cara untuk memperoleh Izin Prinsip Pendirian dan Izin Usaha 
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh 
Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga 

Jangka Waktu Izin

Pasal 9

(1) Izin Prinsip Pendirian dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan 
Daerah ini harus dipergunakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana 
pembangunannya belum dimulai dalam jangka waktu tersebut.

(2) Izin Usaha dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini 
diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan ketentuan setiap 
5 (lima) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Gubernur Kepala 
Daerah.

Bagian Keempat 

Pencabutan Izin

Pasal 10

(1) Izin Prinsip Pendirian atau Izin Usaha dimaksud Pasal 6 ayat (1) 
Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

a. Pemegang Izin Prinsip Pendirian atau Izin Usaha dalam jangka 
waktu 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya Izin belum mulai 
melaksanakan kegiatan tanpa memberikan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan ;

b. Melanggar ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan 
atau persyaratan yang ditentukan dalam Izin Prinsip Pendirian 
atau Izin Usaha;

c. Bertentangan dengan kepentingan umum.
(2) Tata cara pencabutan Izin Prinsip Pendirian atau Izin Usaha 

dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur 
Kepala Daerah.
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(3) Jangka waktu penyelesaian atas pennohonan Izin Prinsip Pendirian 
atau Izin Usaha dimaksud ayat (l) dan ayat (2) PasaJ ini, selambat
lambatnya 3 ( tiga) bulan terhitunJ sejak tangJal diterimanya secara 
lengkap oleh Gubemur Kepala Dacrah. 

( 4) Tata cara untuk mempcroleh Izin Prinsip Pendirian dan lzin Usaha 
dimaksud ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh 
Gubemur KepaJa Oaerah. 

Ba,ian Kedp 

Jangka Wak.tu Izln 

Pasal 9 

(1 ) lzin Prinsip Pendirian dimaksud Pasal 6 ayat (]) huruf a Peraturan 
Daerah ini harus dipcrgunakan dalam jangka waktu . 1 ( satu ) tahun 
terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana 
pcmbangunannya belum dimu)ai dalam jangka waktu tersebut. 

(2) lzin Usaha dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini 
diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan ketentuan setiap 
5 ( lima ) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Gubemur Kepala 
Daerah. 

Bapan Keempat 

Peneabalan bin 

Pasal 10 

( 1) lzin Prinsip Pendirian atau Izin Usaha dimaksud Pasal 6 ayat (I) 

Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi atau dicabut karena : 

a. Pemegang lzin Prinsip Pendirian atau Izin Usaha dalam jangka 
waktu 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya Izin belum mulai 
melaksanakan kcgiatan tanpa memberikan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan ; 

b. Melanggar ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan 
atau pcrsyaratan yang ditentukan dalam Izin Prinsip Pcndirian 
atau Izin Usaha ; 

c. Bertentangan dengan kepentingan umum. 
{2) Tata cara pcncabutan lzin Prinsip Pendirian atau lzin Usaha 

dimaksud ayat ( 1) Pasal ini ditetapkan lebib lanjut oleh Gubemur 
Kepala Daerah. 
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BAB vn

PENGGOLONGAN KELAS HOTEL MELATI

Pasal II

(1) Penggolongan Kelu Hotel Melati didasarkan pada Kriteria persyaratan 
teknis dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

(2) Hotel Melati digolongkan dalam 3 (tiga) kelu sebagai berikut :

a. Golongan kelu tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) bunga 
melati;

b. Golongan kelu menengah dinyatakan dengan tanda 2 (dua) 
bunga melati;

c. Golongan kelu yang terendah dinyatakan dengan 1 (satu) bunga 
melati.

(3) Golongan Kelu Hotel Melati diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah 
dalam bentuk Piagam.

(4) Piagam Penggolongan Kelu Hotel Melati berlaku untuk jangka 
waktu 3 ( tiga ) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat 
diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali oleh Gubernur 
Kepala Daerah.

(5) Piagam Penggolongan Kelu Hotel Melati harus diletakkan di tempat 
yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

BAB VHI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pembinaan dan pengawasan operasional terhadap Usaha Hotel Melati 
dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawuan operasional Usaha Hotel 
Melati dimaksud ayat (1) Pasal ini. akan diatur lebih lanjut oleh 
Gubernur Kepala Daerah.

BAB IX

RETRIBUSI

Pasal 13

Untuk memperoleh Iiin Prinsip, Izin Usaha dan Piagam Penggolongan 
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BAB VD 

PENGGOLONGAN DLAS HOTEL MELATI 

..... u 
(I) Pengolonpn Kela Hotel Mellli didasarbn pada Kriteria penyaratan 

tcknis dimlksud Pasal 3 Pentmu Daerab ini. 

(2) Hotel Melati diaolonpan dalam 3 (tip) kelas sebapi berikut : 

L Golonpa bias tertingi dinyatabn denpn tanda 3 ( ti1a) bunga 
melati; 

b. Ooloapa kela mcacapb dinyatlkan deaaaa · taada 2 ( dua ) 
bUDp melali; 

c. Ooloapn bias yaa1 tcrendah dinyatakan dcnpn l ( satu) bunp 
1lltllli. 

(3) Goloapa ICelas Hotel Melati diberikan oleh Gubemur ICepala Daerab 
dalaln beatuk Piapm. 

(4) Piapm Penaotonpn Kelas Hotel Melati berlaku unwk juaka 
wak1u 3 (tip) tahun sejak rangal dibluadcan dan dapal 
diperballuui sctelah diadakan penilaian kembali oleh Gubemur 
ICepala Dlenb. 

(5) Piapm Pengolonpn IC.etas Hotel Mclati harus diletakkan di tempat 
yan1 mudah dilibat dan diblca oleb tamu. 

BAB VDI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pual 12 

( 1) Pembinaan dan pcngawasan operasional terhadap Usaha Hotel Melati 
dilakukan oleh Gubemur Kcpala Oaerab atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Pclaksanaan pcmbinaan dan pcngawasan operasional Usaha Hotel 
Melati dimaksud ayat ( I) Pasal ini. akan diatur lebih lanjut oleh 
Gubernur Kepala Dlenh. 

BAB IX 
RETRIBUSI 

Paal 13 

Untuk memperoleh lain Prinsip, Izin Usaba dan Piqaal Penpolongan 
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Kelas Hotel Melati dikenakan Retribusi sebagai berikut :

A. Izin Prinsip :

Izin Prinsip Pendirian dan Izin Prinsip Perluasan sebesar 
Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah) per kamar.

B. Izin Usaha :

Izin Baru atau daftar ulang masing - masing :

1. Hotel Melati kelas tertinggi sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh 
ribu rupiah ) per kamar;

2. Hotel Melati kelas menengah sebesar Rp. 20.000,00 ( dua puluh 
ribu rupiah ) per kamar;

3. Hotel Melati kelas terendah sebesar Rp. 10.000,00( sepuluh ribu 
rupiah) per kamar.

C. Piagam Penggolongan Kelas :

1. Hotel Melati kelas tertinggi sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus 
ribu rupiah);

2. Hotel Melati kelas menengah sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus 
lima puluh ribu rupiah);

3. Hotel Melati kelas terendah sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu 
rupiah ).

Pasal 14

Pelaksanaan pemungutan Retribusi dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah 
ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

Pasal 15

(1) Semua hasil pungutan dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini 
disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional, diberikan biaya 
operasional yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat F Jawa Tengah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

ftual 16

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan ayat
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Kclas Hotel Mclati dikenakan Retribusi sebagai berikut : 

A. lzin Prinsip : 

Izin Prinsip Pcndirian clan lzin Prinsip Perluasan sebesar 
Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) per kamar. 

B. lzin Usaha : 

Izin Baru atau daftar ulang masing - masing : 

1. Hotel Melati kelas tertinggi sebesar Rp. 30.000,00 ( tiga puluh 

ribu rupiah ) per kamar ; 
2. Hotel Mclati kelas menengah sebesar Rp. 20.000,00 ( dua puluh 

ribu rupiah ) per kamar ; 

3. Hotel Melati kelas tcrendah sebesar Rp. J0.000,00( sepuluh ribu 

rupiah) per kamar. 

C. Piagam Penggolongan Kelas : 

1. Hotel Melati kelas tertinggi sebesar Rp. 200.000,00 ( Dua ratus 
ribu rupiah ) ; 

2. Hotel Mclati kelas menengah sebesar Rp. 150.000,00 ( Seratus 
lima puluh ribu rupiah ) ; 

3. Hotel Melati kelas terendah sebesar Rp. 100.000,00 ( Seratus ribu 
rupiah). 

PuaI 14 

Pelaksanaan pemungutan Retribusi dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah 
ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata. 

Pasal 15 

( I ) Semua basil pungutan dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini 
disetorkan ke Kas Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah. 

(2) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional, diberikan biaya 

operasional yang d.ibebankan dalarn Anggaran Pcndapatan dan 

Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat l-Jawa Tengah. 

BAB X 
KETENTUAN PJDANA DAN PENYIDIKAN 

eu.J.16 

( I ) Pelanggaran terhadap kecentuan dimaksud PISal 6 ayat ( 1) -dan ayat 



(3),  Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam 
dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda 
setinggi - tingginya Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah ).

(2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 17

(1) Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 
penyidikan atas tindak pidana Pasal 16 Peraturan Daerah ini dapat 
juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang 
pengangkatannya dengan peraturan perundang - undangan yang 
berlaku.

(2) Dalam melaksankan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 
tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian 
serta melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka:

d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan 

dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk 

dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut 
kepada tersangka penuntut umum atau keluarganya:

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diper
tanggung jawabkan .
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(3), Pasa1 9 ayat (2), dan Pasa! 13 Peraturan Daerah ini, diancam 
dengan Pidana Kurungan selama - lamanya 6 ( enam) bulan atau denda 
setinui - tinginya Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu Npiah ). 

(2) Tindak Pidau dimabud ayar 0) Pasal ini adalah Pelanagaran. 

PaDl17 

( 1) Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 
penyidikan atas tindak pidana Pasal 16 Peraturan Daerah ini dapat 
juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Ncgeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. yang 
pcngangkatannya dengan peraturan pcrundang - undangan yang 
berlaku. 

(2) Dalam melaksankan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil dimaksud ayat ( 1) Pasal ini berwenang : 

a. Menerima laporan atau pen1aduan dari scseorang tentang adanya 
tindak pidana ; 

b. Melakukan tindakan pcrtama pada sail itu di tcmpa1 kejadian 
sena mclakukan pemeriksaan ; 

c. Menyunab berhcnti seseorang tersan1ka dan memerilcsa tanda 
penpnal diri tersan1ka : 

d. Melakukan penyitaan benda atau surat ; 
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. Memanggil seseorang untuk didengar dan dipcriksa sebagai 

tersangka atau saksi ; 
g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan 

dena:an pemeriksaan perkara ; 
b. Mena:adakan pcna:hentian penyidikan setelah mendapat pctunjuk 

dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapal cukup bukti atau 
pensuwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal terse but 
bpada tersangka penuntut umum a1au keluaraanya ~ 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diper
Wlgwtl jawabkan . 
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(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan 
tentang :

a. Pemeriksaan Rumah;
b. Pemasukan Rumah;
c. Penyitaan Benda;
d. Pemeriksaan Surat;
e. Pemeriksaan Saksi;
f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimnya kepada 

Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1 > Setiap Usaha Hotel Melati yang telah mendapat izin sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini, pada waktu daftar ulang wajib 
menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Barang siapa melakukan kegiatan Usaha Hotel Melati dan belum 
mempunyai izin, dalam waktu selambat * lambatnya 3 (tiga) bulan 
sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan 
izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pengusahaan 
Losmen di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku lagi.

12

(3) Penyidik Pe1awai Ncgeri Sipil mcmbuat Serita Acara setiap tindakan 
tentang : 

a. Pemcriksaan Rumah ; 
b. Pemasukan Rumah; 
c. Penyitaan Benda ; 
d. Pemcriksaan Surat; 
e. Pemeriksaan Saksi ; 
f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengmmnya kepada 

Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 18 

(I) Setiap Usaha Hotel Melati yang telah mendapat izin sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini, pada waktu daftar ulang wajib 
menyesuaikan dengan Peramran Dacrah ini. 

(2) Barang siapa melakukan kegiatan Usaha Hotel Melati dan belum 
mempunyai izin. dalam waktu selambat • lambatnya 3 (tiga) bulan 
sejak bcrlakunya Pcraturan Daerah ini harus mcngajukan permohonan 
izin bcrdasarkan Pcraturan Daerah ini. 

BAB XII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 19 

Hal - hal yang belum diatur dalam Pcraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya diatur lebih Ian jut oleh Gubemur KepaJa Dacrah. 

PasaJ 20 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pengusahaan 
Losmen di Propinsi Daerah Tingkat l lawa Tengah dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku lagi. 
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Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 5 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

KETUA.

ttd

H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT i 
JAWA TENGAH

ttd

SOEWA RDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 
556.33 - 143 tanggal 14 Pebruari 1995.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah.

Nomor : 5 Tanggal : 3 - 5 -1995
Seri : B Nomor : 2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

ttd.

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 851
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Pual 21 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI OAEllAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

KETUA. 

Semarang, S Januari 1994 

GUBERNUR KEPALADAERAHTINGKAT I 
JAWA TENGAH 

ttd. 

ltd 

H. SOEP4RTO TJlnODIHARDJO SOEWAROI 

Disable.an olch Mcnteri Dalarn Ncgcri dcngan Keputusannya Nomor 
556.33 - 143 tanggal 14 Pebruari 1995. 
Diundanalc.an dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tcngah. 

Nomor : 5 
Seri : B 

Tanggal 
Nomor 

: 3 • 5 • 1995 
: 2 

SEKRETARIS WILA Y AH I DAERAH TING KAT I 
JAWATENGAH 

ttd. 

Dn. POEDJIHARDJO 
Pembina Utama Madya 

NIP. 010 052 851 
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 

TINGKAT I JAWA TENGAH 

NOMOR : 1 TAHUN 1994

TENTANG

USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI 
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1979 tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepari
wisataan Kepada Daerah Tingkat I, Pemerintah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah diberi wewenang untuk melakukan pengurusan 
sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan, antara 
lain urusan losmen.

Selanjutnya untuk melakukan urusan tersebut dan guna memberikan 
dasar hukum mengenai syarat - syarat pemberian ijin, meningkatkan 
mutu pengelolaan dan pelayanan, pembinaan dan pengawasan atas 
usaha losmen, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1984 tentang 
Pengusahaan Losmen di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dalam perjalanan waktu, penggunaan istilah Losmen sebagai 
salah satu usaha jasa akomodasi tidak mendorong upaya peningkatan 
citra kepariwisataan di Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka usaha 
untuk meningkatkan dan menciptakan citra yang lebih baik dibidang 
akomodasi, maka Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dengan 
Keputusannya tanggal 29 Mei 1989 Nomor KM.70/PW.304/MPPT- 
89 telah merubah istilah Losmen dengan istilah Hotel dengan tanda 
Bunga Melati.

Disamping itu dalam rangka usaha untuk memberikan kemudahan 
dan iklim sejuk bagi para pengusaha yang bergerak dibidang jasa 
kepariwisataan dipandang perlu memberikan penyederhanaan perijinan 
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PENJELASAN 

PERA TURAN DAERAH PROPINSI DAE RAH 

TINGKA T I JA WA TENGAH 

NOMOR : 1 TAHON 1994 

TENTANG 

USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI 
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JA WA TENGAH 

I. PENJELASAN UMUM. 

Bcrdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun l 979 tentang 
Pcnyerahan Sebagian Urusan Pemcrintahan Dalam Bidang Kepari
wisataan Kepada Daerah Tingkat I, Pemerintah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah diberi wewenang untuk melakukan pengurusan 
sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan, antara 
lain urusan losmen. 

Selanjutnya untuk melakukan urusan tersebut dan guna mcmberikan 
dasar hukum mengenai syarat - syarat pemberian ijin, meningkatkan 
mutu pengelolaan dan pelayanan, pembinaan dan pengawasan atas 
usaha losmcn, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah menetapkan Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun l 984 tentang 
Pengusahaan Losmcn di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

Dalam perjalanan waktu. penggunaan istilah Losmen sebagai 
salah satu usaha jasa akomodasi tidak mendorong upaya peningkatan 
citra kcpariwisataan di Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka usaha 
untuk meningkatkan dan mcnciptakan citra yang lebih baik dibidang 
akomodasi, maka Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dengan 
Keputusannya tanggal 29 Mei 1989 Nomor KM.70/PW.304/MPPT-
89 telah merubalt istilah Losmen dengan istilah Hotel dengan tanda 
Bunga Melati. 

Disamping itu dalam rangka usaha untuk memberikan kemudahan 
clan iklim sejuk bagi para pengusaha yang bergerak dibidang jasa 
kepariwisataandipandang perlu memberikan penyederhanaan perijinan 
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dan retribusi sebagaimana diatur dalam Keputusan Nomor 7 Tahun 
1987 Juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987.

Sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka dipandang 
perlu mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 6 Tahun 1984 untuk disesuaikan dengan perkem
bangan keadaan dewasa ini dan mengatur kembali Usaha Hotel Melati 
di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 - Yang dimaksud dengan Badan
Usaha adalah PT, CV, FA 
atau Koperasi, akan tetapi 
tidak dalam bentuk Yayasan. 

Yang dimaksud dengan Usaha 
Perorangan adalah suatu usaha 
yang tidak berbentuk Badan 
Hukum.

Pasal 6(1) huruf a Di dalam melaksanakan pem
bangunan Hotel Melati, baik untuk 
pendirian baru, perluasan maupun 
perbaikan bangunan, tidak 
diperkenankan memulai pem
bangunannya sebelum memperoleh 
Ijin Prinsip dari Gubernur Kepala 
Daerah, hal ini dimaksudkan 
untuk :
1. Dapat diberikan petunjuk oleh 

Dinas Pariwisata mengenai 
bentuk dan tata ruang Hotel.

2. Dapat diberikan pengarahan 
mengenai masih terbuka atau 
tidaknya suatu daerah untuk 
penambahan kamar.

16

dan retribusi sebagaimana diatur dalarn Keputusan Nomor 7 Tahun 
1987 Juncto lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987. 

Sehubun1an dengan hal - hal tenebut diatas, maka dipandang 
perlu mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 6 Tahun 1984 untuk disesuaikan dengan perkem
bangan keadaan dewasa ini dan mengatur kembali Usaha Hotel Melati 
di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 
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Pasal 1 s/d Pasal 4 

Pasal 5 

Pasal 6 ( I) huruf a 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan Badan 
Usaha adalah PT, CV, FA 
atau Kopcrasi, akan tetapi 
tidak dalarn bcntuk Yayasan. 

Yang dimaksud dengan Usaha 
Perorangan adalah suatu usaha 
yang tidak bcrbentuk Badan 
Hukum. 

Didalam melaksanakan pem
bangunan Hotel Melati, baik untllk 
pendirian baru, pcrluasan maupun 
perbaikan bangunan, tidak 
diperkenankan memulai pem
bangunannya sebclum mcmpcroleh 
ljin Prinsip dari Gubemur Kepala 
Daerah, hal ini dimaksudkan 
untuk : 

1. Oapat diberikan perunjuk oleh 
Dinas Pariwisata mcngcnai 
bentuk dan tata ruang Hotel. 

2. Dapat di bcrikan pcngarahan 
mengenai masih terbuka atau 
tidaknya suatu daerah untuk 
pcnambahan kamar. 



Huruf b

(2)

(3)
Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9 (1)

(2) Huruf a

b

Pasal 10 s/d

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15 s/d

Semua hotel melati tidak dibenar
kan melakukan kegiatan usahanya 
sebelum memperoleh Ijin Usaha 
dari Gubernur Kepala Daerah.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ijin prinsip pendirian berlaku 3 
(tiga) tahun dimaksudkan untuk 
memberikan kesempatan 1 pem - 
bangunan Hotel Melati ;

Ijin Usaha berlaku dalam jangka 
waktu tidak terbatas dimaksudkan 
untuk memberikan kemudahan 
dan kepastian hukum yang 
mantap ;
Untuk mengetahui perkembangan 
Hotel Melati maka setiap 5 (lima) 
tahun sekali didaftar ulang.

Cukup jelas.

Untuk memperoleh Ijin Pendirian, 
Ijin Usaha, Daftar Ulang dan 
Piagam Penggolongan Kelas 
Hotel Melati di kenakan retribusi 
dengan tarif yang sudah disesuai
kan dengan keadaan.

Cukup jelas.

Pasal 21
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Huruf b 

(2) 

(3) 

Pasal 7 

Pasal 8 

Pasal 9 (I) 

(2) Huruf a 

Pasal 10 s/d 

Pasal 13 

Pasal 14 

Pasal 15 s/d 

Pasal 21 

b 

Semua hotel melati tidak dibenar
kan melakukan kegiatan usahanya 
sebelum memperoleh ljin Usaha 
dari Gubemur Kepala Daerah. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Ijin prinsip pendirian berlaku 3 
(tiga) tahun dimaksudkan untuk 
memberikan kesempatan ' pem -
bangunan Hotel Melati ; 

ljin Usaha berlaku dalam jangka 
waktu tidak terbatas dimaksudkan 
untuk memberikan kernudahan 
dan kepastian hukum yang 
mantap; 

Untuk mengetahui perkembangan 
Hotel Melati maka setiap 5 (lima) 

tahun sekali didaftar ulang. 

Cukup jelas. 

Untuk memperoleh Ijin Pendirian,. 
Ijin Usaha, Daftar Ulang dan 
Piagam Penggolongan Kelas 
Hotel Melati di kenakan retribusi 
dengan tarif yang sudah disesuai

kan dengan keadaan. 

Cukup jelas. 
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LAMPIRAN : I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 5 Januari 1994 
Nomor : 1 Tahun 1994

PERSYARATAN UNTUK HOTEL DENGAN 
TANDA 3 (TIGA) BUNGA MELATI

NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILA1

M P D

I.
1.

FISIK 
Lokasi dan a. Lokasi Hotel Melati mudah 2
Lingkungan dicapai kendaraan umum / 

pribadi roda empat langsung 
ke area Hotel Melati

b. Hotel Melati harus meng
hindarkan pencemaran yang 
diakibatkan gangguan luar 
yang berasal dari :
1) Suara bising 3
2) Bau tidak enak 3
3) Debu 3
4) Asap 3
5) Serangga dan binatang 3

mengerat.
2. Taman Hotel Melati Memiliki taman :

1) Terletak didalam ataudiluar 
bangunan.

3

2) Taman terpelihara, bersih & 
rapi

3

3. Tempat Parkir a. Tersedia tempat parkir ken
daraan tamu Hotel Melati

3 .

0 20 6
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LAMPIRAN: I 
Pcraturan Daerah Propinsi I>urah 
Tingkat I Jawa Tengah 
Tanggal 5 Januari 1994 
Nomor : I Tahun 1994 

PERSYARATAN UNTUK HOTEL DENGAN 
TANDA 3 (TIGA) BONGA MELATI 

UNSUR-UNSUR BOBOT/NILA I 
NO. URAIAJI,. PERSY ARAT AN 

PERSY ARA TAN M p D 

I. ASIK 
I. Lokasi dan a. Lokasi Hotel Melati mudah 2 

Lingkungan dicapai kendaraan umum / 
pribadi roda empat langsung 
ke area Hotel Melati 

b. Hotel Melati harus meng-
hindarkan pencemaran yang 
diakibatkan gangguan luar 
yang berasal dari : 
I ) Suara bising 3 
2) Bau tidak enak 3 
3) Debu 3 
4) A.sap 3 
5) Serangga dan binatang 3 

mengerat. 

2. Taman Hotel Melati Memiliki taman : 
I) Terletak didalarn atau diluar 3 

bangunan. 
3 2) Taman terpeiihara, bersih & 

rapi 

3. Tempat Park.ir a. Tersedia tempat parkir ken- 3 
daraan tamu Hotel Melati 

0 20 6 
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NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M p D

0 20 6

b. Tidak becek/tersedia saluran 
air.

3

4. Bangunan Bangunan Hotel Melati meme
nuhi persyaratan perijinan sesuai 
dengan perundang * undangan 
yang berlaku :

a. Bangunan dan lingkungan 
dalam keadaan bersih dan

3

terawat dengan baik (tidak 
berdebu, berlumut, serangga 
laba - laba dan sebagainya).

b. Pengaturan Ruang Hotel 
Melati ditata sesuai dengan 
fungsinya sehingga memu
dahkan :
1) Arus Tamu 3
2) Arus Karyawan 3
3) Arus Barang/produk Hotel 3

Melati.
c. Unsur dekorasi Indonesia 

harus tercermin dalam :
1) Ruang Lobby atau
2) Kamar Tidur atau
3) Tampak Muka Hotel

4

Melati
d. Tersedia pintu masuk yang 

terpisah untuk tamu, pegawai 
dan barang-barang keperluan 
Hotel Melati.

3

0 22 0

0 42 6
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UNSUR-UNSUR BOBOTIND..AI 
NO. 

IUSYARATAN 
lJRAIAN PERSY ARATAN 

M p D 

0 20 6 

b. Tidak becek /terscdia salunn 3 
air. 

4. Baaguaan Bangunan H01el Mellli mane-
nubi penyarataa perijinu sesuai 
denpn perundan1 · UftCWIIIII 
yan1 berlaku : 
a. Banpnan clan linpam1u 3 

dalam kcadau bcnih dan 
teraWal dcnpn baik (tidak 
berdebu, berlumut. seranna 
laba - 1aba dan sebqainya). 

b. Pengaturan Ruang Hotel 
Melaai ditata scsuai dengan 
fungsinya sehingp memu-
dahkan : 
1) Arus Tamu 3 
2) Anis Karyawan 3 
3) Arus Baran1/produk Hotel 3 

Melati. 
c. Unsur dekorasi Indonesia 

harus tercennin dalam : 
1) Ruang Lobby atau 

2) Kamar TJdur atau 4 
3) Tampak Muka Hotel 

Melati 
d. Tersedia pintu masuk yang 

terpisah unhlk tamu, pepwai 3 
dan baring - banns keperluan 
Holel Melad. 

0 22 0 

0 42 6 
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NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/N1LAI

M P D

e. Peralatan teknis bangunan 
terdiri dari :
1) Utilitas :

a. Air
Tersedia air yang 
cukup dan memenuhi 
persyaratan kesehatan 
(PARMRNKES No. 01 
Tahun 1975) 
mempunyai sertifikat 
dari PAM tentang 
kwalitas air.

b. Listrik
- Pemasangan instala

si listrik memenuhi 
persyaratan Peme - 
rintah(PUIL 1977)

- Tersedia Pembang
kit Tenaga Listrik 
cadangan dengan 
kapasitas min. 50% 
dari kapasitas PLN.

c. Tata Udara
Tata udara diatur den
gan atau tanpa penga
tur suhu.

2) Komunikasi :
a) Tersedia telepon 1 

(satu) saluran yang 
dapat digunakan untuk 
sambungan lokal, in- 
terlokal

0 42 6

1

1

1

5

3 5 0

3 47 6
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UNSUR-UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. URAIAN PERSY ARAT AN 

PERSYARATAN M p D 

0 42 6 

e. Peralatan teknis bangunan 
terdiri dari : 
l) Utilitas : 

a. Air 
Tcrsedia air yang 1 
cukup clan mcmenuhi 
persyaratan kesehatan 
(PARMRNKES No. 01 
Tahun 1975) 
mempunyai sertifikat 
dari PAM tcntang 
kwalitas air. 

b. Listrik 

- Pemasangan instala- 1 
si listrik memenuhi 
persyaratan Peme -
rintah( PUIL 1977) 

- Tersedia Pembang- s 
ldt Tenaga Llstrik 
cadangan dengan 
kapasitas min. 50% 
dari kapasitas PLN. 

c. Tata Udara 
Tata udara diatur den- I 
gan atau tanpa penga-
tur suhu. 

2) Komunikasi : 
a) Tersedia tclepon 1 

(satu) saluran yang 
dapat digunakan untuk 
sambungan lokal, in-
terlokal 

3 s 0 

3 47 · 6 
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NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILA1

M P D

Untuk Hotel Melati 
yang lokasinya belum 
tegangkan oleh salu
ran telepon (Perumtel) 
diharuskan untuk 
menyediakan alat 
pengganti (CB, dan 
sebagainya ) sesuai 
dengan peraturan yang 
berlaku.

b) Tersedia saluran tele
pon dalam (Aiphone)

3) Pencegahan Bahaya 
Kebakaran :
Tersedia alat pencegah 
pemadam kebakaran yang 
serba guna.

4) Pembuangan limbah :
a) Tersedia tempat pe

nampungan sampah 
sementara yang ter
tutup, sebelum di
angkut ketempat pem
buangan

b) Tersedia saluran pem
buangan air kotoran/ 
air buangan yang 
memenuhi persyaratan 
perundang - undangan 
yang berlaku

3 47 6

1

1

1

5

3 0 5

6 47 11
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NO. UNSUR-UNSUR UllAIAN PERSY ARATAN 
BOBOTINILAJ 

PERSY ARATAN M p D 

3 47 6 

UIIIUk Bocci Melati 
YDI lobsinya belum 
rajapau oleb salu-
ran te)cpon (Pcrumtel) 
diharuskan untut 
menycdiakan alat 
pengand (CB, clan 
sebapinya ) sesuai 
denpn peralUl'ln YIDI 
berlatu. 

b) Tersedia saJuran tele- s 
pon dllaln (Aiphone) 

3} Pence1aban Bahaya 
Kebalwan: 
Tersedia alat penceph 1 
pemadam tebakaran yan1 
serba IUDI-

4} Pembuanpn limbah : 
a) Tersedia tempat pe• 1 

nampungan sampah 
sementara yang ter• 
tutup, sebelum di· 
anaJtut ketempat pcm. 
buan1an 

b) Tersedia saJuran pem• 1 
buanpn air kotoran I 
air buangan yang 
memenubi persyara1an 
penmdua - undupn 
YIDI berlaku 

3 0 s 
6 147 11 
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NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M P D

6 47 11

5. Kamar Tamu a. Jumlah kamar minimal : 
- Kamar Standard 15 buah 1
- 70% dari kamar tamu 1

dilengkapi kamar mandi 
didalam, sisanya setiap 4 
kamar dilengkapi dengan 
1 (satu) kamar mandi 
diluar.

b. Luas minimal :
Kamar Standard :
20 m2 kamar mandi didalam 
14 m2 tanpa kamar mandi di 
dalam.

5

c. Tinggi kamar minimal 2,6 m 4
d. Penerangan 4 watt per m2 4
e. Jendela dengan tirai yang 

tidak tembus sinar dari luar
4

f. Tata udara diatur dengan atau 
tanpa alat pengatur suhu.

1

g- Seluruh dinding kamar mandi 
harus dengan bahan kedap air.

4

h. Perlengkapan kamar tidur :
1) Tersedia tempat tidur 4

dengan perlengkapan untuk 
1 orang atau untuk dua 
orang sesuai dengan 
ukuran kamar Standard
- Ukuran tempat tidur 1 4

orang 190 x 100 cm 
- Ukuran tempat tidur 2 4

orang 190 x 160 cm

3 33 0

9 80 11
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6 47 11 

5. Kamar Tamu a. Jumlah kamar minimal : 
- Kamar Standard IS buah 1 
- 70% dari kamar tamu l 

dilengkapi kamar mandi 
didalam, sisanya setiap 4 
kamar dilengkapi dcngan 
1 (satu) kamar mandi 
diluar. 

b. Luas minimal : 
Kamar Standard : 
20 m2 kamar mandi didalam 5 
14 m2 tanpa kamar mandi di 
dalam. 

C. Tinggi kamar minimal 2,6 m 4 
d. Penerangan 4 watt per m2 4 
e. JendeJa dengan tirai yang 4 

tidak tembus sinar dari luar 
f. Tata udara diatur dcngan atau 1 

tanpa alat pengatur suhu. 
g. Scluruh dinding kamar mandi 4 

harus dcngan bahan kedap air. 
h. Pcrlengkapan kamar tidur : 

1) Tcrsedia tempat tidur 4 
dengan perlengkapan untuk 
1 orang atau untuk dua 
orang sesuai dcngan 
ukuran kamar standard 
- Ubran tempat tidur I 4 

orang 190 x 100 cm 
- Ulcuran r.cmpat tidur 2 4 

orang 190 x 160 cm 

3 33 0 

9 80 11 

23 



NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
M P D

9 80 11

- Perlengkapan setiap
tempat tidur : 
a) Kasur 1
b) Satu bantaldengan 1

sarung bantal per- 
orang dengan 
extra 1 buah

c) Sprei 1 (satu) helai 1
d) Selimut 1 buah / 

bed
e) Hotel Melati di-

1

3
anjurkan menye
diakan bantal &
guling cadangan 

Semua perlengkapan 
tempat tidur dalam 
keadaan bersih

2) Almari pakaian dengan 
gantungan baju 8 (dela
pan) buah

5

3) Meja kecil disamping 
tempat tidur dengan 
lampu.

4

4) Meja rias dengan kaca 
rias dan kursinya.

4

5) Meja dengan 2 (dua) 
buah kursi sofa.

4

6) Rak Koper 3
7) Keranjang sampah 1
8) Tempat air minum dan 

dua buah gelas
4

5 16 11

14 96 22

24

UNSUR-UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. 

PERSY ARATAN 
URAIAN PERSYARATAN 

M p D 

9 80 11 

- Perlengkapan setiap 
tcmpat tidur : 
a) Kasur l 
b) Satu bantaldcngan l 

sarung bantalper-
orang dcngan 
extra l buah 

c) Sprei 1 (saru)helai 1 
d) Selimut 1 buah / l 

bed 
e) Hotel Mclati di- 3 

anjurkan menye-
diakan bantal & 
guling cadangan 

Semua perlengkapan 
tempat tidur dalam 
keadaan bersih 

2) Almari pakaian dengan 5 
gantungan baju 8 (dela-
pan) buah 

3) Meja kecil disamping 4 
tempat tidur dcngan 
lampu. 

4) Meja rias dengan kaca 4 
rias dan kursinya. 

S) Meja dengan 2 (dua) 4 
buah kmsi sofa. 

6) Rak Koper 3 
7) Keranjang sampah l 
8) Tempat air minmn dan 4 

dua buah gelas 

5 16 ll 

14 96 22 

24 



NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M P D

14 96 22

9) Daftar Cucian / laundry
10) Lilin dan tempatnya
11) Rak Handuk 1

2
2

12) Asbak
13) Saluran Telepon untuk

1
2

keperluan intem( aiphone)
i. Perlengkapan Kamar Mandi;

1) Bak mandi dan gayungi- 1
tas

2) WC, untuk yang diluar 
terpisah

3) Gantungan handuk

1

3
6. Lobby a. Hotel Melati harus memiliki 

lobby
b. tersedia :

1

1) Kursi Sofa dengan 3
mejanya

2) Peta Kota & Propinsi 
c. Tata udara diatur dengan atau 1

3

tanpa alat pengatur suhu.
7. Telepon Umum Hotel Melati menyediakan tele

pon di Lobby
2

8. Toilet Umum Hotel Melati menyediakan toilet 
umum di lobby yang terpisah 
untuk pria dan wanita.

5

9. Ruang yang 
disewakan

Tersedia Drugstore. 1

10. Front Office 1) Tempat penerimaan tamu dan 1
tempat penerangan / informa- 
tion

7 16 7
21 112 29

25

UNSUR•UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. URAIAN PERSYARATAN 

PERSY ARA TAN M p D 

14 96 22 

9) Daftar Cucian / laundry 2 
10) Lilin dan tempatnya 2 
11) Rak Handuk J 
12) Asbak I 
13) Saluran Telepon untuk 2 

kcperluan intem(aiphone) 
I. Perlengkapan Kamar Mandi ; 

I) Bak mandi dan gayungi• I 
tas 

2) WC, untuk yang diluar 1 
terpisah 

3) Gantungan handuk 3 

6. Lobby a. Hotel Melati harus memilik.i 1 
lobby 

b. tersedia ; 
I) Kursi Sofa dcngan 3 

mejanya 
2) Peta Kota & Propinsi 3 

C. Tata udara diatur dengan atau I 
tanpa alat pengatur suhu. 

7. Tclcpon Umum Hotel Melati menyediakan tcle- 2 
pon di Lobby 

8. Toilet Umum Hotel Melati menyediakan toilet 5 
umum di lobby yang terpisah 
untuk pria dan wanita. 

9. Ruang yang Tcrsedia Drugstore. I 
disewakan 

IO. Front Office I) Tempat penerimaan tamu dan I 
tempat penerangan / informa• 
tion 

7 16 7 

21 112 29 

25 



NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M P D

21 112 29

2) Tempat Kasir
3) Room Rak (Rak Posisi Kamar)

1
3

4) Tempat Penitipan barang ber- 3
harga

5) P3K 1
11. Kantor Pengelo Tersedia Kantor Pimpinan dan 5

laan Hotel administrasi dengan catatan - 
catatan sbb :
- Daftar Tarip 2
- Buku Agenda 2
- Formulir pendaftaran tamu 2

Buku tamu 1
- Laporan Tata Graha 1
- Catatan Lena 1
- Catatan Cucian 1
- Buku Kas 1
- Buku Pengeluaran uang tunai 1
- Catatan utang piutang 1
- Laporan Rugi / Laba 1
- Neraca perusahaan 1

12. Ruang Lena Tersedia tempat penyimpanan 
Lena

1

13. Ruang Binatu a. Tersedia ruang binatu untuk 2
cuci danstrika

b. Tersedia saluran pembuangan 2
air dan limbah cucian

14. Area & Ruang 
Operasional

15. Gudang Tersedia gudang tempat 
penyimpanan barang kebutuhan 
Hotel Melati

4

3 34 0
24 146 29

26

UNSUR-UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. URAIAN PERSY ARATAN 

PERSY ARATAN M p D 

21 112 29 

2) Tempat Kasir 1 
3) Room Rak (Rak Posisi Kamar) 3 
4) Tempat Penitipan barang her- 3 

harga 
5) P3K l 

11. Kantor Pengelo Tersedia Kantor Pimpinan dan s 
laan Hotel administrasi dengan catatan -

catatan sbb : 
- Daftar Tarip 2 
- Buku Agenda 2 
- Formulir pendaftaran tamu 2 
- Buku tamu 1 
- Laporan Tata Graha I 

- Catatan Lena I 
- Catatan Cucian 1 
- Buku Kas 1 
- Buku Pengeluaran uang tunai 1 
- Catatan utang piutang 1 
- Laporan Rugi / Laba I 
- Neraca perusahaan 1 

12. Ruang Lena Tersedia tempat penyimpanan 1 
Lena 

13. Ruang Binatu a. Tersedia ruang binatu untuk 2 
cuci dan slrika 

b. Tersedia saluran pembuangan 2 
air dan limbah cucian 

14. Area&Ruang 
Operasional 

15. Gudang Tersedia gudang tempal 4 
penyimpanan barang kebutuhan 
Hotel Melati 

3 34 0 

24 146 29 

26 



UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
M P

24 146

D

29

16.

2.

Fasilitas

OPERASIONAL/ 
MANAGEMENT 

Organisasi

Tenaga Kerja

Fasilitas Karyawan terdiri dari :
1) Kamar mandi dan WC kar

yawan
2) Ruang Makan Karyawan
3) Ruang Untuk Ibadah

a. Hotel Melati memiliki struktur 
organisasi yang jelas

b. Tersedia uraian tugas
c. Tersedia petunjuk pelaksanaan 

operasional Hotel Melati yang 
tertulis.

Persyaratan Pendidikan dan penga
laman :
a. Pimpinan :

Memiliki pendidikan SMTA 
ditambah penataran adminis
trasi dan operasional 
Pengalaman kerja dihidang 
akomodasi kurang lebih4 tahun

b. Kepala Bagian:
Mempunyai pendidikan SMTA 
di tambah penataran tata la
ksana operasional bidang tata 
graha/kantor depan 
Pengalaman kerja 3 tahun 
tempat

c. Seluruh staf dan karyawan 
yang berhubungan dengan 
tamu :

6

6

5

5

5
5

30 25

24 176 54

27
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24 146 29 

16. Fasilitas Fasilitas Karyawan terdiri dari : 
1) Kamar mandi dan WC kar- 3 

yawan 
2) Ruana Mak.an Karyawan 4 
3) Ruang Untuk Ibadah 3 

OPERASIONAL / 
MANAGEMENT 

l. Organisasi a. Hotel Melati memiliki struktur 5 
organisasi yang jelas 

b. Tersedia uraian tugas s 
c. Tersedia petunjuk pelaksanaan s 

operasional Hotel Melati yang 
tertulis. 

2. Tenaga Kerja Pcrsyaratan Pendidikan dan pcnga-
laman : 
a. Pimpinan : 6 

Memilild pendidikan SMTA 
ditambah penatanm adminis-
trasi clan operujonal 
Pen1alaman · kerja dibidang 6 
akomodasi kmang Jebih4 tahun 

b. Kepala Bagian: 
Mempunyai pendidikan SMT A s 
di tambab penataran wa Ja. 
Jcsana operasional bidang wa 
anma, bmtor depan 

' Penplaman kerja 3 tahun s 
tempat 

c. Seluruh staf dan karyawan 8 
yang berhubungan dcapn 
tamu: 

0 30 2S 

24 176 S4 

27 



NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M P D

24 176 54

mampu berkomunikasi dalam 
bahasa asing, (Bahasa Inggris)

d. Kesehatan Karyawan : 
Dalam l tahun diadakan 
pemeriksaan berkala minimal 
1 kali

1

3. Front Office Tersedia pelayanan selama 18 
Jam :
D Penerangan / titip pesan, surat 

dan penjualan benda - benda 
pos

5

2) Penitipan barang berharga 5
3) Penitipan Koper 5
4) Pemesanan Kamar Hotel 

Melati
5

5) Penanganan Keluhan Tamu 5
6) Telepon / Telegram 5
7) Pembayaran Rekening 5

4. House Keeping a. Kamar Tamu
(Tata Graha) Tersedia pelayanan :

1) Air panas 6
2) Penggantian Lena minimal 6

1 kali sehari
3) Pencatatan kerusakan 5

phisik & perlengkapan / 
peralatan kamar serta 
dekorasi

b. Area Publik :
Tempat abu rokok dan sam
pah selalu dalam keadaan 
bersih.

5

i 52 5

25 228 59

28

UNSUR-UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. URAIAN PERSYARATAN 

PERSYARATAN M p D 

24 176 54 

mampu bcrkomunikasi dalam 
bahasaasing, (Bahasa [nggris) 

d. Kesehatan Karyawan : 
Dalam 1 tahun diadakan l 
pemeriksaan bcrkala minimal 
I kali 

3. Front Office Tersedia pelayanan selama 18 
Jam: 
1) Penerangan I titip pesan, surat 5 

dan penjualan benda - benda 
pos 

2) Penitipan barang berharga 5 
3) Penitipan Koper 5 
4) Pemesarian Kamar Hotel 5 

Melati 
5) Penanganan Keluhan Tarnu 5 
6) Telepon / Telegram 5 
7) Pembayaran Rekening 5 

4. House Keeping a. Kamar Tamu 
(Tata Graha) Tersedia pelayanan : 

l) Air panas 6 
2) Penggantian Lena minimal 6 

1 kali sehari 
3) Pencatatan kerusakan 5 

phisik & perlengkapan / 
peralatan kamar sena 
dekorasi 

b. Arca Publik : 
Tempat abu rokok dan sam- 5 
pah selalu dalam keadaan 
bcnih. 

I 52 s 
25 228 59 

28 



NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M P D

25 228 59

5. Binatu dan Hotel Melati menyediakan 6
cuci Strika pelayanan cuci dan strika

6. Ruangan 
Karyawan a. Fasilitas karyawan harus dalam 6

keadaan bersih memenuhi 
Standard sanitasi.

b. Instalasi dan perlengkapan 6
kamar mandi / WC berfungsi 
dengan baik dan tidak mem
bahayakan pemakai

7. Keamanan Petugas Keamanan untuk area 
seluruh Hotel Melati bertugas 24 
jam
- Tersedia regu pemadam

1

6
kebakaran

Kebersihan Diadakan penyemprotan 6
&Kesehatan insectisida secara berkala untuk 

seluruh areal Hotel melati
Pelayanan 
Makan & Minum

Tersedia pelayanan makanan dan 
minuman

6

1 36 0

26 264 59

Catatan :

M = Mutlak
P = Perlu
D = Dianjurkan

Semarang, 5 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT J JAWA TENGAH 

KETUA,

ttd

GUBE RNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH

ttd

Drs. EL SOEPARTO TJITRODIHARDJO SOEWARD1

29

UNSUR-UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. 

PERSY ARATAN 

5. Binatu dan 
cuci Strika 

6. Ruangan 
K.aryawan 

7. Keamanan 

Kebersihan 
&Kesehatan 

Pelayanan 
Makan & Minurn 

Catatan : 

M = Mutlak 
P = Pcrlu 
D = Dianjurkan 

URAIAN PERSY ARA TAN 
M ·p D 

25 228 59 

Hotel Melati menyediakan 6 
pelayanan cuci dan strika 

a. Fasilitas karyawan harus dalam 6 
keadaan bersih memenuhi 
standard sanitasi. 

b. Instalasi dan perlengkapan 6 
kamar mandi / WC berfungsi 
dengan baik dan tidak mem-
bahayakan pemakai 

Petugas Keamanan untuk area I 
seluruh Hotel Melati bertugas 24 
Jam 
- Tersedia regu pemadam 6 

kebakaran 

Diadakan penyemprotan 6 
insectisida secara berkala untuk 
seluruh areal Hotel melati 

Tersedia pelayanan makanan dan 6 
minuman 

1 36 0 

26 264 59 

Semarang, 5 Januari 1994 

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAHTINGK.AT I JAWA TENGAH 

KET U A, 

GUDE RNUR KEPALA DAERAHTINGKAT I 
JAWA TENGAH 

lld. 

Drs. H. SOEPARTO TJJnODDIARDJO 

lid 

SOEWARDI 

29 
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LAMPIRAN : n
Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 5 Januari 1994 
Nomor : 1 Tahun 1994

PERSYARATAN UNTUK HOTEL DENGAN 
TANDA 2 (DUA) BUNGA MELATI.

No. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILA1

M P D

I. FISIK

1. Lokasi dan a. Lokasi Hotel Melati mudah 3
Lingkungan dicapai kendaraan umum / 

pribadi roda empat langsung 
ke area Hotel Melati.

b. Hotel Melati harus meng
hindarkan pencemaran yang 
diakibatkan gangguan luar 
yang berasal dari :
1) Suara bising
2) Bau tidak enak
3) Debu
4) Asap
5) Serangga dan binatang

10

mengerat.

2. Taman Hotel Melati Memiliki taman :
D Terletak didalam ataudiluar 

bangunan.
3

2) Taman terpelihara, bersih & 
rapi

2

3. Tempat Parkir a. Tersedia tempat parkir ken
daraan tamu Hotel Melati

3

0 13 8

31

LAMPJllAN : u 
Penauran Daerab Propinsi Daenb 
Tingkat I Jawa Tenpb 
Tanggal : 5 Januari 1994 
Nomor : 1 Tahun 1994 

PERSYARA TAN UNTUK HOTEL DENGAN 
TANDA 2 (DUA) BONGA MELATI. 

UNSUR-UNSUR BOBOT/NILAI 
No. 

PERSY ARATAN 
URAIAN PERSY ARATAN 

M p D 

I. FISIK 
I. Lokasi dan a. Lokasi Hotel Melati mudah 3 

Llngkunsan dicapai kendaraan umum / 
pribadi roda empat langsuns 
ke area Hotel Melati. 

b. H01el Melati harus mens- 10 
hindarkan pcncemaran yans 
diakibatkan ganguan luar 
yang berasal dari: 
I ) Suara bising 
2) Bau tidak enak 
3) Debu 
4) Asap 
5) Seranua dan binatang 

mengerat. 

2. Taman Hotel Melati Memiliki taman : 
I) Terletak didalam atau diluar 3 

ban,unan. 
2) Taman terpelibara, bersih & 2 

rapi 

3. Tempat Parkir a. Tenedia tempat parkir ken- 3 
daraan tamu Hotel Melati 

0 13 8 

31 



NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M p D

4. Bangunan

b. Tidak becek / tersedia saluran 
air.

Bangunan Hotel Melati meme
nuhi persyaratan perijinan sesuai 
dengan perundang - undangan 
yang berlaku :
a. Bangunan dan lingkungan 

dalam keadaan bersih dan 
terawat dengan baik (tidak 
berdebu, berlumut, serangga 
laba - laba dan sebagainya).

b. Pengaturan Ruang Hotel 
Melati ditata sesuai dengan 
fungsinya sehingga memu
dahkan :
1) Arus Tamu
2) Arus Karyawan
3) Arus Barang/produk Hotel 

Melati.
c. Unsur dekorasi Indonesia 

harus tercermin dalam :
1) Ruang Lobby atau
2) Kamar Tidur atau
3) Tampak Muka Hotel 

Melati
d. Tersedia pintu masuk yang 

terpisah untuk tamu, pegawai 
dan barang-barang keperluan 
Hotel Melati.

0 13 8

3

3

2

2

2

0 6 6

0 19 14

32

UNSUR-UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. 

PERSYARATAN 
URAIAN PERSY ARA TAN 

M p D 

0 13 8 

b. Tidak becck / tcrscdia saluran 2 
air. 

4. Bangunan Bangunan Hotel Melati mcme· 
nuhi persyaratan perijinan sesuai 
dcngan perundang · undangan 
yang berlaku : 

a. Bangunan dan lingkungan 3 
dalam keadaan bersih dan 
terawat dengan baik (tidak 
berdcbu, berlumut, serangga 
laba • laba dan scbagainya). 

b. Pengaturan Ruang Hotel 2 
Mclati ditata sesuai dengan 
fungsinya schingga mcmu• 
dahkan : 
I) Arus Tamu 
2) Arus Karyawan 
3) Arus Barang/produk Hotel 

Mclati. 

c. Unsur dekorasi Indonesia 2 
harus tcrccnnin dalam : 
I) Ruang Lobby atau 
2) Kamar Tidur atau 
3) Tampak Muka Hotel 

Melati 
d. Terscdia pintu masuk yang 

terpisah untulc tamu, pegawai 3 
dan barang • barang keperluan 
Hotel Melati. 

0 6 6 

0 19 14 

32 



NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
ESSS2ES3J

M

0

P D

19 14

e. Peralatan teknis bangunan 
terdiri dari :
1) Utilitas :

a. Air
Tersedia air yang 
cukup dan memenuhi 
persyaratan kesehatan 
(PARMRNKES No. 01 
Tahun 1975) mempu
nyai sertifikat dari PAM 
tentang kwalitas air

b. Listrik
- Pemasangan insta

lasi listrik me
menuhi persyaratan 
Pemerintah (PUIL 
1977)

- Tersedia Pem
bangkit Tenaga 
Listrik cadangan 
dengan kapasitas 
min. 50% dari 
kapasitas PLN.

c. Tata Udara
Tata udara diatur 
dengan atau tanpa 
pengatur suhu.

2) Komunikasi :
a) Tersedia telepon 1 

(satu) saluran yang 
dapat digunakan untuk

1

2

5

3
7

5 2

24 16

33

UNSUR-UNSUR ROBOT/NILAI 
NO. URAIAN PERSY AJlATAN 

PERSY ARA TAN M p D 

0 19 14 

e. Peralatan teknis bangunan 
tcrdiri dari : 
1) Utilitas : 

a. Air 
Terscdia air yang 1 
cukup dan mcmcnuhi 
persyaratan kcschatan 
(PARMRNKES No. 01 
Tahun 1975) mcmpu-
nyaisertifikatdari PAM 
tcntang kwalitas air 

b. Llstrik 
. Pcmasangan insta- 1 

lasi listrik me-
mcnuhi pcrsyaratan 
Pemerintah ( PUll. 
1977) 

- Tcrsedia Pcm- 2 
bangkit Tenaga 
Listrik cadanaan 
den1an kapasitas 
min. 50% dari 
kapasitas PLN. 

c. Tata Udara I 
Taaa udara diatur 
denpn atau tanpa 
pengaiur subu. 

/ 2) Komunikasi : 
a) Tersed.ia telcpon I s 

(satu) saluran yang 
dapat digunakan untuk 

3 s 2 

3 24 16 

33 



NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M P D

3 24 16

sambungan lokal, in
terlokal

3) Pencegahan Bahaya
Kebakaran :
Tersedia alat pencegah 
pemadam kebakaran yang 
serba guna.

4) Pembuangan limbah :
a) Tersedia tempat pe

nampungan sampah 
sementara yang ter
tutup, sebelum di
angkut ketempat pem
buangan

b) Tersedia saluran pem
buangan air kotoran / 
air buangan yang 
memenuhi persyaratan 
perundang - undangan 
yang berlaku

1

1

6

5. Kamar Tamu a. Jumlah kamar minimal : 
Kamar Standard 10 buah

b. Luas minimal : 
Kamar Standard :
16 m2 kamar mandi didalam 
14 m2 tanpa kamar mandi di 
dalam.

c. Tinggi kamar minimal 2.6 m

1

4

4

3 14 0

6 38 16
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UNSUR-UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. 

PERSY ARAT AN 
URAIAN PERSYARATAN 

M p D 

3 24 16 

sambungan lokal. in-
terlokal 

3) Pencegahan Bahaya 
Kebakaran : 
Tersedia alat pencegah 1 
pemadam kebakaran yang 
serba guna. 

4) Pembuangan limbah : 
a) Tcrsedia tempat pe- l 

nampungan sampah 
sementara yang ter-
tutup, sebelum di-
angkut ketempat pem-
buangan 

b) Tersedia saluran pcm- 6 
buangan air kotoran / 
air buangan yang 
memenuhi persyaratan 
perundang - undangan 
yang berlaku 

5. Kamar Tamu a. J umlah kamar minimal ; 
Kamar Standard IO buah 1 

b. Luas minimal : 
Kamar Standard : 
16 m2 kamar rnandi didalam 4 

14 m2 tanpa kamar mandi di 
dalam. 

c. Tinggi kamar minimal 2.6 m 4 

3 14 0 

6 38 16 

34 



NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M P D

6 38 16

d. Penerangan 4 watt per m2 5
e. Jendela dengan tirai yang 

tidak tembus sinar dari luar
3

f. Tata udara diatur dengan atau 
tanpa alat pengatur suhu.

1

g- Seluruh dinding kamar mandi 
harus dengan bahan kedap air.

3

h. Perlengkapan kamar tidur :
1) Tersedia tempat tidur 4

dengan perlengkapan untuk 
1 orang atau untuk dua 
orang sesuai dengan 
ukuran kamar Standard
- Ukuran tempat tidur 1 2

orang 190 x 100 cm
- Ukuran tempat tidur 2 

orang 190 x 160 cm
- Perlengkapan setiap

2

tempat tidur : 
a) Kasur 1
b) Satu bantal dengan 1

sarung bantal per- 
orang dengan ext- 
ra 1 buah

c) Sprei 1 (satu) helai 1
d) Selimut 1 buah / 1

bed.
Semua perlengkapan 
tempat tidur dalam 
keadaan bersih

5 13 6

11 51 22
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UNSUR-UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. URAIAN PERSY ARAT AN 

PERSY ARATAN M p D 

6 38 16 

d. Penerangan 4 wan per m2 5 
e. Jendela dengan tirai yang 3 

tidak tembus sinar dari luar 
f. Tata udara diatur dengan atau 1 

lanpa alat pengatur suhu. 
g. Seluruh dinding kamar mandi 3 

harus dengan bahan kcdap air. 
h. Perlengkapan kamar tidur : 

1) Tersedia tempat tidur 4 
dengan perlengkapan untuk 
1 orang atau untuJc dua 
orang sesuai dengan 
ukuran kamar standard 
. Ulcuran tempat tidur 1 2 

orang 190 x 100 cm 
- Ukuran tempat tidur 2 2 

orang 190 x 160 cm 
. Perlengkapan setiap 

tempat tidur : 
a) Kasur I 
b) Satu bantal dengan I 

sarung bantal per-
orang dengan ext-
ra I buah 

C) Sprei I (satu) helai I 
d) Selimut 1 buah / 1 

bed. 
Semua perlengkapan 
tempat tidur dalam 
keadaan bersih 

s 13 6 

11 51 22 

JS 



NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M P D

11 51 22

2) Almari pakaian dengan 
gantungan baju 8 (dela
pan) buah

5

3) Meja kecil disamping 
tempat tidur dengan 
lampu.

2

4) Meja rias dengan kaca 
rias dan kursinya.

2

5) Meja dengan 2 (dua) 
buah kursi sofa.

2

7) Keranjang sampah 1
8) Tempat air minum dan 

dua buah gelas
2

9) Lilin dan tempatnya 4

i.

10) Rak Handuk
11) Asbak 
Perlengkapan Kamar Mandi;

1
5

D Bak mandi dan gayungi- 1
tas

2) WC, untuk yang diluar 
terpisah

1

3) Gantungan handuk 5

6. Lobby a. Hotel Melati harus memiliki 
lobby

b. tersedia :
D Kursi Sofa dengan 

mejanya
2

2) Peta Kota & Propinsi 2
c. Tata udara diatur dengan 

atau tanpa alat pengatur 
suhu.

1

5 19 12

16 70 34

36

UNSUR-UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. URAIAN PERSY ARA TAN 

PERSYARATAN M p D 

11 51 22 

2) Almari pakaian dengan 5 
gantungan baju 8 ( dela-
pan) buah 

3) Meja kecil disamping 2 
tempat tidur dengan 
Iampu. 

4) Meja rias dengan kaca 2 
rias dan kursinya. 

5) Meja dcngan 2 (dua) 2 
buah kursi sofa. 

7) Keranjang sarnpah I 
8) Tempat air minum dan 2 

dua buah gelas 
9) Lilin dan tempatnya 4 
10) Rak Handuk 5 
11) Asbak I 

i. Perlengkapan Kamar Mandi; 
I) Bak mandi dan gayungi- I 

tas 

2) WC, untuk yang diluar 1 
terpisah 

3) Gantungan handuk 5 

6. Lobby a. Hotel Melati harus memiliki 
lobby 

b. terscdia : 
1) Kursi Sofa dengan 2 

mejanya 
2) Peta Kota & Propinsi 2 

c. Tata udara diatur dengan I 
alaU tanpa alat pengatur 
suhu. 

5 19 12 

16 70 34 

36 



NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILA1

M P D

16 70 34

7. Toilet Umum Hotel Melati menyediakan toilet 
umum di lobby yang terpisah 
untuk pria dan wanita.

3

8. Front Office 1) Tempat penerimaan tamu dan 1
tempat penerangan / informa- 
tion

2) Room Rak (Rak Posisi Kamar)
3) P3K 1

2

9. Kantor Pengelo 
laan Hotel

Tersedia ruang administrasi. 4

10 Ruang Binatu a. Tersedia ruang binatu untuk 2
cuci dan strika

b. Tersedia saluran pembuangan 3
air dan limbah cucian

11. Area & Ruang 
Operasional 'l

12. Gudang Tersedia gudang tempat penyim
panan barang kebutuhan Hotel 
Melati

J

16. Fasilitas Fasilitas Karyawan terdiri dari : 
1) Kamar mandi dan WC kar- 2

yawan
2) Ruang Makan Karyawan 2
3) Ruang Untuk Ibadah 2

OPERASIONAL/ 
MANAGEMENT 

Organisasi a. Hotel Melati memiliki 
struktur organisasi yang jelas

b. Tersedia uraian tugas

6

5

2 13 21

18 83 55
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UNSUR-UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. 

PER.SY ARATAN 
URAIAN PERSY ARA TAN 

M p D 

16 70 34 

7. Toilet Umum Hotel Melati menyediakan toilet 3 
urnum di lobby yang terpisah 
untuk pria dan wanita. 

8. Front Office I) Tempat penerimaan tamu dan I 
tempat penerangan / infonna-
tion 

2) Room Rak (Rak Posisi Kamar) 2 
3) P3K l 

9. Kantor Pengelo Tersedia ruang administrasi. 4 

laan Hotel 

10 Ruang Binatu a. Tersedia ruang binatu untuk 2 

cuci dan strika 
b. T ersedia saluran pembuangan 3 

air dan limbah cucian 
11. Area & Ruang 

Operasional 
3 

12. Gudang Tersedia gudang tempat penyim-
panan barang kebutuhan Hotel 
Melati 

16. Fasilitas Fasilitas Karyawan terdiri dari : 
I) Kamar mandi dan WC kar- 2 

yawan 
2) Ruang Makan Karyawan 2 
3) Ruang Untuk lbadah 2 

OPERASIONAL I 
MANAGEMENT 
Organisasi a. Hotel Melati memiliki 6 

struktur organisasi yang jelas 
b. Tersedia uraian tugas 5 

' 
2 13 21 

18 83 ss 

37 



NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M P D

18 83 55

1. Tenaga Kerja Persyaratan Pendidikan dan 
pengalaman :
a. Pimpinan :

Memiliki pendidikan SMTA 
ditambah penataran adminis
trasi dan operasional 
Pengalaman kerja dibidang 
akomodasi kurang lebih 3 
tahun

6

5

b. Kepala Bagian :
Mempunyai pendidikan
SMTA di tambah penataran 
tata laksana operasional 
bidang tata graha / kantor 
depan
Pengalaman kerja 2 tahun 
tempat

d. Kesehatan Karyawan : 
Dalam 1 tahun diadakan 
pemeriksaan berkala minimal 
1 kali

I

5

4

3. Front Office Tersedia pelayanan selama 18 
Jam :
1) Penerangan
2) Penitipan barang berharga
3) Telepon
4) Pembayaran Rekening

7
7
7
7

4. House Keeping 
(Tata Graha)

a. Kamar Tamu 
Tersedia pelayanan :

1 48 0

19 131 55
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UNSUR-UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. URAi AN PERSY ARAT AN 

PERSYARATAN M p D 

lS 83 55 

I. Tenaga Kerja Persyaratan Pendidikan dan 
pengalaman 

a. Pimpinan : 
Memiliki pendidikan SMTA 6 
ditambah penataran adminis-
trasi dan operasional 
Pengalaman kerja dibidang 
akomodasi kurang lebih 3 5 
tahun 

b. Kepala Bagian: 
Mempunyai pendidikan 

5 SMT A di tambah penataran 
tata laksana operasronal 
bidang tata graha / kantor 
depan 
Pengalaman kerja 2 tahun 4 
tempat 

d. Kesehatan Karyawan : 
Dalam I tahun diadakan I 
pemeriksaan berkala minimal 
I kali 

3. Front Office Tersedia pelayanan selarna 18 
Jam: 
1) Penerangan 7 
2) Penitipan barang berharga 7 
3> Telepon 7 
4) Pembayaran Rekening 7 

4. House Keeping a. K.amar Tamu 
(Tata Graha) Tersedia pelayanan 

1 48 0 

19 131 55 

38 



39

UNSUR•UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. 

PERSY ARATAN 
URAIAN PERSYARATAN 

M p D 

19 131 ss 
1) Air panas s 
2) Penggantian Lena minimal 8 

l kali sehari 
b. Area Publik : 

Tempat abu rokok clan sam- s 
pah selalu dalam keadaan 
bersih. 

s. Binatu dan Hotel Melati menyediakan 5 
cuci Strika pelayanan cuci clan strika 

6. Ruanpn 
Karyawan a. Fasilitas karyawan harus 3 

dalam keadaan bersih me• 
menuhi standud sanitasi. 

b. lnsralasi clan perlengkapan 3 
kamar mandi / WC bafunpi 
dengan baik clan tidak mem-
bahayakan. 

7. Keamanan Petugas Keamanan untuk area 1 
scluruh Hotel Melati benugas 24 
jam 
. Tersedia regu pemadam s 

kebakaran 

I 24 10 

20 155 65 
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NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M P D

8.

9

Kebersihan 
&Kesehatan

Pelayanan 
Makan&Minum

Diadakan penyemprotan 
insectisida secara berkala untuk 
seluruh areal Hotel Melati 
Tersedia pelayanan makanan dan 
minuman

20 155 65

5

5

0 10 0

20 165 65

Catatan :
M = Mutlak
P = Perlu
D = Dianjurkan

Semarang. 5 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

K E T L' A.

ttd.

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

ttd.

SOEWA RDI

40

NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN 

8. Kebersihan 
&Kcschatan 

9 Pelayanan 
Makan&Minurr 

Catalan : 

M == Mutlak 
P == Perlu 
D == Dianjurkan 

URAIAN PERSYARATAN 

Diadakan pcnycmprotan 
inscctisida sccara berkala untuk 
seluruh areal Hotel Melati 

Tersedia pclayanan makanan dan 
minuman 

BOBOf/NILAI 
M p D 

20 155 65 

5 

5 

0 IO 0 

20 165 65 

DEWAN PERWAKILAN RAKYATOAERAH 
PROPINSI DAERAHTINGKAT I JAWA TENGAH 

KET U A. 

Semarang. S Januari 1994 

GUBERNUR KEPALA DAERAHTINGKAT I 
JAWA TENGAH 

ltd. ml. 

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO SOEWARDI 

40 



LAMPIRAN : UI

Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat 1 Jawa Tengah
Tanggal : 5 Januari 1994
Nomor : 1 Tahun 1994

PERSYARATAN UNTUK HOTEL DENGAN 
TANDA 1 (SATU) BUNGA MELATI

NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M P D

I.
1.

FISIK
Lokasi dan a. Lokasi Hotel Melati mudah n

L

Lingkungan dicapai kendaraan umum / 
pribadi roda empat langsung 
ke area Hotel Melati

b. Hotel Melati harus meng
hindarkan pencemaran yang 
diakibatkan gangguan luar 
yang berasal dari :
1) Suara bising
2) Bau tidak enak
3) Debu
4) Asap
5) Serangga dan binatang

7

mengerat.
2. Taman Hotel Melati Memiliki taman ;

1) Terletak didalam atau diluar 
bangunan.

1

2) Taman terpelihara, bersih & 
rapi

1

3, Tempat Parkir a. Tersedia tempat parkir ken
daraan tamu Hotel Melati

1

0 7 5

41

LAMPIRAN : DI 

Peraturan Daenlh Propinsi Daerah 
Tingkat l Jawa Tengah 
Tanggal 5 Januari 1994 
Nomor : I Tahun 1994 

PERSYARATAN UNTUK HOTEL DENGAN 
TANDA 1 (SATU) BUNGA MELATI 

UNSUJl-UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. L"RAIAN PERSY ARA TAN 

PERSYARATAN M p D 

I. ASIK 

I. Lokasi dan a. Lokasi Hotel Melati mudah " '-
Lingkungan dicapai kendaraan umum / 

pribadi roda empat langsung 
ke area Hotel Melati 

b. Hotel Melati harus meng- 7 

hindarkan pencemaran yang 
diakibatkan gangguan luar 
yang berasal dari : 
1) Suara bising 
2) Bau tidak enak 
3) Debu 
4) Asap 
5) Serangga dan binatang 

mengerat. 

2. Tam a n Hotel Melati Memiliki taman ; 
I) Terletak didalam atau diluar l 

bangunan. 
2) Taman terpelihara, bersih & I 

rapi 

3. T empat Park1r a. Tersedia tempat parkir ken- l 
daraan tamu Hotel Melati 

0 7 5 

41 



NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M p D

4. Bangunan

b. Tidak becek / tersedia saluran 
air.

Bangunan Hotel Melati meme
nuhi persyaratan perijinan sesuai 
dengan perundang - undangan 
yang berlaku :
a. Bangunan dan lingkungan 

dalam keadaan bersih dan 
terawat dengan baik (tidak 
berdebu, berlumut, serangga 
laba - laba dan sebagainya).

b. Pengaturan Ruang Hotel 
Melati ditata sesuai dengan 
fungsinya sehingga memu
dahkan :
1) Arus Tamu
2) Arus Karyawan
3) Arus Barang/produk Hotel 

Melati.
c. Unsur dekorasi Indonesia 

harus tercermin dalam :
1) Ruang Lobby atau
2) Kamar Tidur atau
3) Tampak Muka Hotel 

Melati
d. Tersedia pintu masuk yang 

terpisah untuk tamu, pegawai 
dan barang - barang keperluan 
Hotel Melati.

0 7 5

3

1

2

2

2

0 3 7

0 10 12
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UNSUR-UNSUR BOBOT/NILAI 
NO. URAIAN PERSYARATAN 

PERSYARATAN M p D 

0 7 5 

b. Tidak becek / tersedia saluran I 
air. 

4. Bangunan Bangunan Hotel Melati meme-
nuhi persyaratan perijinan sesuai 
dengan perundang - undangan 
yang berlaku : 

a. Bangunan dan lingkungan 3 
dalam keadaan bersih dan 
terawat dengan baik (tidak 
berdebu, berlumut, serangga 
laba - laba dan sebagainya). 

b. Pengaturan Ruang Hotel 2 
Melati ditata sesuai dengan 
fungsinya sehingga memu• 
dahkan: 
1) Arus Tamu 
2) Arus Karyawan 
3) Arus Barang/produk Hore! 

Melati. 

c. Unsur dekorasi Indonesia 2 
harus tercennin dalam 
l} Ruang Lobby atau 
2) Kamar Tidur atau 
3) Tampak Muka Hotel 

Melati 

d. Tersedia pintu masuk yang 
terpisah untuk tamu, pegawai 2 
dan barang-barang keperluan 
Hotel Melati. 

0 3 7 

0 10 12 

42 



NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M P D

e. Peralatan teknis bangunan 
terdiri dari :
1) Utilitas :

a. Air
Tersedia air yang 
cukup dan memenuhi 
persyaratan kesehatan 
(PARMRNKES No. 01 
Tahun 1975) mempu
nyai sertifikat dari PAM 
tentang kwalitas air

b. Listrik
- Pemasangan insta

lasi listrik me
menuhi persyaratan 
Pemerintah ( PUIL 
1977)

- Tersedia Pem
bangkit Tenaga 
Listrik cadangan 
dengan kapasitas 
min. 50% dari 
kapasitas PLN.

c. Tata Udara
Tata Udara diatur 
dengan atau tanpa 
pengatur suhu.

2) Komunikasi :
Tersedia telepon 1 (satu) 
saluran yang dapat

0 10 12

1

1

1

3

2

3 3 2

3 13 14
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UNSUR-UNSUR BOBOT/NlLAI 
NO. URAJAN PERSY ARATAN 

PERSY ARATAN M p D 

0 10 12 

e. Peralatan teknis bangunan 
terdiri dari : 
1) Utilitas : 

a. Air 
Tersedia air yang 1 
cukup dan memenuhi 
persyaratan kesehatan 
(PARMRNKESNo.01 
Tahun 1975) mempu-
nyaisertifikatdari PAM 
tentang kwalitas air 

b. Listrik 
. Pemasangan insta- I 

lasi listtik me-
menuhi persyaratan 
Pemcrintah ( PUil 
1977) 

. Tersedia Pcm- 2 
bangkit Tenaga 
Listrik cadangan 
dengan kapasitas 
min. 50% dari 
kapasitas PLN. 

c. Tata Udara 
Tata Udara diatur I 
dengan atau tanpa 
pcngatur suhu. 

2) Komunikasi : 
Tcrscdia telepon I (satu) 3 
saluran yang dapal 

-
3 3 2 

3 13 14 

43 



UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M 
T

P

13

D

14

P

5. Kamar Tamu a.

b.

c.
d.

digunakan untuk sam
bungan lokal, interlokal

3) Pencegahan Bahaya 
Kebakaran :
Tersedia alat pencegah 
pemadam kebakaran yang 
serba guna.

4) Pembuangan limbah :
a) Tersedia tempat pe

nampungan sampah 
sementara yang ter
tutup, sebelum di
angkut ketempat pem
buangan

b) Tersedia saluran pem
buangan air kotoran / 
air buangan yang 
memenuhi persyaratan 
perundang - undangan 
yang berlaku

Jumlah kamar minimal : 
Kamar Standard 5 buah 
Luas minimal :
Kamar Standard :
14 m2 kamar mandi didalam
12 m2 tanpa kamar mandi di 
dalam.
Tinggi kamar minimal 2.6 m 
Penerangan 4 watt per m2

e. Jendela dengan tirai yang 
tidak tembus sinar dari luar

1

1

1

3

3

3

n

44

UNSUR-UNSUR BOBOTINILAI 
NO. URAlAN PERSY ARATAN 

PERSY ARA TAN M p D 

3 13 14 

digunakan untuk sam-
bungan lokal. interlokal 

3) Pencegahan Bahaya 
Kebakaran · 
Tersedia alat pencegah I 
pemadam kebakaran yang 
serba guna. 

4) Pembuangan iimbah : 
aJ Tersedia tempat pe• 1 

nampungan sampah 
sementara yang ter• 
tutup, sebelum di~ 
angkut ketempat pem-
buangan 

b) Tersedia saluran pcm- 3 
buangan air kotoran / 
air buangan yang 
memenuhi persyaratan 
perundang w undangan 
yang berlaku 

5. Kamar Tamu a. Jumlah kamar minimal : 
Kamar Standard 5 buah 1 

b. Luas minima! : 
Kamar Standard : 3 
14 m2 kamar mand1 didalam 
12 m2 tanpa kamar mandi di 
dalam, 

C. Tinggi kamar minimal 2.6 m "\ 

"--
d. Pcnerangan 4 watt per m2 3 
e. Jendela dengan tirai yang 

tidak tembus sinar dari luar 
~ '.:! 

3 11 2 

6 24 16 
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UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN

Tata udara diatur dengan atau 
tanpa alat pengatur suhu. 
Seluruh dinding kamar mandi 
harus dengan bahan kedap air. 
Perlengkapan kamar tidur : 
1) Tersedia tempat tidur 

dengan perlengkapan untuk 
1 orang atau untuk dua 
orang sesuai dengan 
ukuran kamar Standard
- Ukuran tempat tidur 1 

orang 190 x 100 cm
- Ukuran tempat tidur 2 

orang 190 x 160 cm
- Perlengkapan setiap 

tempat tidur :
Kasur
Satu bantal dengan 
sarung bantal per- 
orang dengan ext- 
ra 1 buah
Sprei 1 (satu) helai 
Selimut 1 buah / 
bed.

Semua 
tempat 
keadaan 

perlengkapan 
tidur dalam 
bersih

2) Almari pakaian dengan
gantungan baju 8 (dela
pan) buah

BOBOT/NILAI

45

.. 
BOBOTINILAl 

NO. UNSUR•UNSUR URAJAN PERSYARATAN 
PERSYARATAN M p D 

6 24 16 

f. Tata udara diatur dengan ataU 1 
tanpa alat pengatur suhu. 

g. Seluruh dinding kamar mandi 2 
harus dengan bahan kedap air. 

h. Perlengkapan kamar tidur : 
1) Tersedia tempat tidur 3 

dengan perlengkapan untuk 
1 orang atau untuk dua 
orang sesuai dengan 
ukuran kamar standard 
- Ukuran tern.pat tidur 1 2 

orang 190 x 100 cm 
. Ukuran tempal tidur 2 2 

orang 190 x 160 cm 
. Perlengkapan setiap 

tempat tidur : 
a) Kaur l 
b) Satu bantal dcngan 1 

sarong bantal per-
orang dengan ext-
ra 1 buah 

c) Sprei l (saw) helai l 
d) Selimut 1 buah / I 

bed. 
Semua perlengkapan 
tempat tidur dalam 
keadaan betsih 

2) Almari pakaian denaan 2 
gantungan baju 8 ( dela• 
pan) buah 

s 7 4 

11 31 20 
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NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M P D

11 31 20

3) Keranjang sampah
4) Lilin dan tempatnya
5) Rak Handuk

1
3

1
6) Asbak 1

i. Perlengkapan Kamar Mandi;
1) Bak mandi dan gayung- 1

nya
2) WC, untuk yang diluar 

terpisah
3) Gantungan handuk

1

4
6. Lobby a. Hotel Melati harus memiliki 

lobby
b. tersedia :

2

1) Kursi Sofa dengan 2
mejanya

2) Peta Kota & Propinsi 
c. Tata udara diatur dengan 1

2

atau tanpa alat pengatur 
suhu.

7. Front Office 1) Tempat penerimaan tamu 1 -
dan tempat penerangan / in- 
formation

3) P3K 1
8. Kantor Pengelc 

laan Hotel
Tersedia ruang administrasi. 3

9. Ruang Binatu Tersedia ruang binatu untuk cuci 
dan strika

2

10. Gudang Tersedia gudang tempat penyim- 
anan barang kebutuhan Hotel 
Melati

2

7 12 9

18 43 29
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UNSUR•UNSUR BOBar/NILAI 
NO. URAIAN PERSYARATAN 

PERSYARA TAN M p D 

11 31 20 

3) Keranjang sampah 1 
4) Lilin dan tempatnya 3 
S) RakHanduk l 
6) Asbak 1 

i. Perlengkapan Kamar Mandi; 
I) Bak mandi dan gayung• 1 

nya -2) WC, unluk yang diluar I 
terpisah 

3) Gantungan handuk 4 

6. Lobby a. Hotel Melati harus memiliki 2 
lobby 

b. tersedia : ' 
1) Kursi Sofa dengan 2 

mejanya 
2) Peta Kota & Propinsi 2 

c. Tata udara diatur dengan I 
atau tanpa alat pengatur 
suhu. 

7. Front Office 1) Tempal penerimaan tamu I -
dan tempat penerangan / in• 
fonnation 

3) P3K l 

8. Kantor Pengelc Tersedia ruang administrasi. 3 
laan Hotel 

9. Ruang Binatu Tersedia ruang binatu untuk cuci 2 
dan slrika 

10. Gudang Tersedia gudang tempal penyim• 2 
anan barang kebutuhan Hotel 
Melati 

7 12 9 

18 43 29 
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NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN •
BOBOT/NILAI

M P D

18 43 29

OPERASIONAL/ 
MANAGEMENT

1. Organisasi Hotel Melati memiliki struktur 
organisasi yang jelas

7

2. Tenaga Keija Persyaratan Pendidikan dan 
pengalaman :
a. Pimpinan :

Memiliki pendidikan SMTA 4
ditambah penataran adminis
trasi dan operasional 
Pengalaman keija dibidang 
akomodasi kurang lebih 3 
tahun

4

b. Kesehatan Karyawan : 
Dalam 1 tahun diadakan 
pemeriksaan berkala minimal 
1 kali

1

3. Front Office* Tersedia pelayanan selama 18 
Jam :
D Penerangan 7
2) Penitipan barang berharga 5
3) Telepon 4
4) Pembayaran Rekening 5

4. House Keeping a. Kamar Tamu
(Tata Graha) Tersedia pelayanan :

- Penggantian Lena minimal 5
1 kali sehari

b. Area Publik :
Tempat abu rokok dan sam
pah selalu dalam keadaan 
bersih.

3

1 37 /

19 80 36
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UNSUR·UNSUR NO. 
PERSY ARATAN 

OPERASIONAL/ 
MANAGEMENT 

1. Organisasi 

2. Tenaga Kerja 

3. 

4. 

Front Office , 

House Keeping 
(Tata Graha) 

URAIAN PERSY ARA TAN .. 

Hotel Melati memiliki struktur 
organisasi yang jelas 

Persyaratan Pendidikan dan 
pengalaman : 

a. Pimpinan : 
Memiliki pendidikan SMT A 
ditambah penataran adminis
trasi dan operasional 
Pengalaman kerja dibidang 
akomodasi kurang lebih 3 
tahun 

b. Kesehatan Karyawan : 

BOBOT/NILAI 

M P D 

18 43 29 

7 

4 

4 

Dalam 1 tabun diadakan 1 
pemcriksaan berlcala minimal 
1 kali 

Tersedia pelayanan selama 18 
Jam: 
1) Penenngan 
2) Penitipan barang berharga 
3) Telepon 
4) Pembayaran Rek.ening 

a. Kamar Tamu 
Tersedia pelayanan : 
. Pengaantian Lena minimal 

1 kali sehari 
b. Area Publik : 

Tempat abu rokok dan sam• 
pah selalu dalam keadaan 
bersih. 

7 
s 
4 
s 

s 

3 

37 7 

19 80 36 

47 



Catatan :

M = Mutlak
P = Perlu
D = Dianjurkan

NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN

URAIAN PERSYARATAN
BOBOT/NILAI

M P D

19 80 36

5. Ruangan 
karyawan a. Fasilitas karyawan harus dalam 3

keadaan bersih memenuhi 
Standard sanitasi.

b. Instalasi dan perlengkapan 3
kamar mandi / WC berfungsi 
dengan baik dan tidak mem
bahayakan pemakai.

6. Keamanan Petugas Keamanan untuk area 
seluruh Hotel Melati bertugas 24 
jam

1

7. Kebersihan Diadakan penyemprotan 
insectisida secara berkala dntuk 
seluruh areal Hotel Melati

4

8. Pelayanan Tersedia pelayanan makanan dan 4
Makan&Minum minuman

1 14 0

20 94 36

Semarang, 5 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT ! JAWA TENGAH 

KE T U A.

ttd.

Dn. H. SOEPARTO TJTTRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 
JAWA TENGAH 

ttd.

SOKWARD1
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NO. UNSUR-UNSUR 
PERSYARATAN 

s. Ruangan 
karyawan 

6. Keamanan 

7. Kebersihan 

8. Pelayanan 
Makan&Minum 

Catalan : 

M = Mutlak 
P = Perlu 
D = Dianjurkan 

URAIAN PERSYARATAN 

a. Fasilitas karyawan harus dalam 
keadaan bersih memenuhi 
standard sanitasi. 

b. lnstalasi dan perlengkapan 
kamar mandi / WC berfungsi 
dengan baik dan tidak mem-
bahayakan pemakai. 

Petugas Keamanan untuk area 
seluruh Hotel Melati bertugas 24 
jam 
Diadakan pcnyemprotan 
insectisida secara berkala untuk 
seluruh areal Hotel Melati 

Tersedia pelayanan makanan dan 
minuman 

BOBOT/NILAI 
M p D 

19 80 36 

3 

3 

1 

4 

4 

1 14 0 

20 94 36 

DEWAN PERWAICJLAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSl DAERAHTINGKAT I JAWA 1DIOAH 

KETUA, 

S.-,. S Jlllalri 1994 

GUBERNUI. ICEPAL,\ DAEIAH11NGKAT I 
JAWA 1'ENGAH 

ad. 

Dn. B. -,,Ut,o TJffllOINHARDJO SOIWARDI 
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